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PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BUTON TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 



2. · Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
NOMOR 8 TAHON 2020 

TEN TANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUTON TENGAH, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2019 dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir ; 

Mengingat 

Menimbang : a. 



15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hu n 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13 Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tah un 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ; 

12 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Unadang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 

11 
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------ ----·----- 

28 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Euton Tengah Tahun Anggaran 2019 ( 
Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 167 ) dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 117 ). 

27 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberitukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton Tengah ( Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 12); 

26 Peratu ran Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Euton Tengah ( Lembaran Daerah Tahun 
2015 Nomor 1 ) ; 

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5410); 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ) ; 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ; 

22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomcr 26 Tahun 2007 ten tang Tunjangan Jabatan Struktural; 

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

lll 



56. 741.282.246,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 

67.645. 936.161,00 

69.645.936.161,00 
2.000.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

"3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

La po ran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1 h uruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai beriku t : 
1. Pendapatan Daerah Rp. 617.489.792.811,00 
2. Belanja Daerah Rp. 628.394.446.726,00 

Surplus I ( Defisit) (10.904.653.915,00) 

.._ Pasal 2 

Pasal 1 
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuanzan memuat; 

a. Laporan Realisasi Angaaran: 
b. Laporan Perubahan Saldo Anzzaran Lebih: 
c. Laporan Operasiorial: 
d. Laporan Perubahan Ekuitas: 
e. Neraca: 
f. Laporan Arus Kas 
rz. Catatan atas Laporan Keuangan 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
K.ABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

dan 
BUPATI BUTON TENGAH 

IV 



(440. 763,00) Selisih Lebih / ( Kurang) 

f. Selisih Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah (Rp440.763,00) dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp, 67.645.495.398,00 
b. Realisasi Rp. 67.645.936.161,00 

Selisih Lebih / ( Kurang) 

2.000.000.000,00 Rp. b. Realisasi 

e. Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 

(440. 763,00) Selisih Lebih / ( Kurang) 

69.645.936.161,00 Rp. b. Realisasi 

d. Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaari Pembiayaan Sejumlah (Rp440.763,00)'dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran Penerirnaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 69.645.495.398,00 

(56. 740.841.483,00) Selisih Lebih / ( Kurang) 

c. Selisih Anggaran dan Realisasi Sulplus/ Defisit Sejumlah (Rp56. 740.841.483,00) dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (67.645.495.398,00) 
b. Realisasi Rp. (10.904.653.915,00) 

54. 797.030.173,00 Selisih Lebih / ( Kurang) 

b. Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Sejumlah Rp54.797.030. l 73,00 dengan rincian sebagai beriku t 
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 683.191.476.899,00 
b. Realisasi Rp. 628.394.446.726,00 

(1.943.811.310,00) Selisih Lebih / ( Kurang) 

Pasal 3 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
a. Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sejumlah (Rpl.943.811.310,00) dengan rincian sebagai berikut 

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 615.545.981.501,00 
b. Realisasi Rp. 617.489.792.811,00 

v 



• 

c. Lampiran III Laporan Operasional; 
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas: 
e. Lampiran V Neraca: 
f. Lampiran VI Laporan Arus Kas: 
g . Larnpiran VII Catatan atas Laporan Keuangan; 

.Pasal 7 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Larnpiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; 
Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah,.organisasi, program dan kegiatan; 
Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam angka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 
b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Pasal 6 
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
atas pos-pos Laporan Keuangan.: 

Pasal 5 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 
a. Saldo kas awal di BUD per 1 ianuari tahun 2019 Rp 69.543.760.971,00 
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 171.451. 755.499,00 
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (184.356.409.414,00) 
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 0,00 
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 101.774.427,00 
f. Saldo akhir kas di BUD Rp 56.740.881.483,00 
g. Koreksi SiLPA tahun Lalu Rp 440.763,00 
h. Saldo akhir kas dibendahara penzeluaran Rp 0,00 
I. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp 56.741.322.246,00 

Pasal 4 
Neraca yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut; 

a. Jumlah Aset Rp, 1.728.031.339.254,43 
b. JumlahKewajiban Rp. 2.157.157.295,03 
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.725.874.181.959,40 

.,.,,, 

vi 



Pasal 9 
Bupati Bu ton Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 8 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 

Daftar Rekaoitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekaoitulasi Penvisihan Piutang Daerah Tidak Tertazih: 
Daftar Rekanitulasi Dana Berzu lir dan Penvisihan Dana Berzulir: 
Daftar Penvertaan Modal (Investasil Daerah: 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Penzuranzan Aset: 
Daftar Rekanitulasi Aset Tetap: 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; 
Daftar Rekaoitulasi Aset Lainnva: 
Daftar Dana Cadanzan Daerah 
Daftar Kewaiiban .Janzka Pendek: 
Daftar Kewaiiban .Janzka Panianz: 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelurnnva Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anzzaran ini; 
Ikhtisar Laooran Keuanzan BUMD; 

vii 

Lampiran VIII 
Lampirari IX 
Lampiran X 
Larnoiran XI 
Lam oiran XII 
Lampiran XIII 
Lampiran XIV 
Lampiran XV 
Lampiran XVI 
Lampiran XVII 
Larnpiran XVIII 
Lampiran XIX 
Lam pirari )0( 

• 



- 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
TAHUN 2020 NOMOR 8 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 8 / 71 / 2020 TANGGAL 24 Agustus 2020 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 24 Agustus 2020 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 24 Agustus 2020 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. 

Pasal 10 · - 
viii 
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